




























































LAMPlRAN I
PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG
TATA BERACARA DALAM PERKARA
PERSELISlHAN HASIL PEMILlHAN
GUBERNUR, BUPATI, DANWALIKOTA

TATA CARA PENYUSUNAN PERMO HONAN PEMOHON
DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
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SISTEMATIKA
PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON

IDENTITAS PEMOHON

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk
memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan
suara hasil pemilihan Galon Gubemur dan Wakil Gubemur/ Galon
Bupati dan Wakil Bupati/Galon Walikota dan Wakil Walikota sebagai
objek perselisihan.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Pemohon menjelaskan bahwa Pemohon adalah:
1) Pasangan Galon Gubemur dan Wakil Gubemur/Galon Bupati dan
Wakil Bupati/ Galon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan
serta Nomor Urut Pasangan Galon Peserta Pemilihan berdasarkan
Keputusan Termohon;atau

2) Pemantau Pemilihan yang telah terda/tar dan memperoleh
akreditasi KPU/KIPProvinsi atau KPU/KIPKabupaten/ Kota, dalam
hal satu pasangan calon.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Pemohon menjelaskan tenggang waktu pengajuan Permohonan sesuai
dengan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU10/2016 juncto Pasal 7 ayat
(2)PMK 6/2020, yaitu diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3
(tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan
perolehan suara hasil pemilihan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Pemohon menjelaskan kesalahan hasil penghitungan suara yang
ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar
menwut Pemohon.

V. PETITUM

a. Menyatakan Permohonan Pemohon dikabulkan.
b. Membatalkan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/ Kota tentang
penetapan perolehan suara hasil pemilihan Galon Gubemur dan Wakil
Gubemur/ GalonBupati dan Wakil Bupati/ Galon Walikota dan Wakil
Walikota.

c. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Galon Gubemur dan
Wakil Gubemur/ GalonBupati dan Wakil Bupati/ Galon Walikota dan
Wakil Walikota yang benar menurut Pemohon.
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- Kop surat-

... ,... ,... ,20 ..

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum/Komisi lndependen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota ...

Nomor ... tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil

Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, tanggal ...

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama

Alamat

NIK

2. Nama

Alamat

NIK

e-mail .

... (sesuai KTP)

e-mail .

...... (sesuai KTP)

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil

Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Calon

Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta

Calon Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi/Kabupaten/Kota .

Tahun 2020 Nomor Urut ... Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor .

tanggal dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1) , (Nomor tanda anggota .. .)

2) , (Nomor tanda anggota )

3) dst, (Nomor tanda anggota )
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Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor ... , yang

beralamat di ... , alamat email ...• baik sendiri-sendiri maupun bersama-

sarna bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- PEMOHON.

terhadap

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/

Kabupaten/Kota ... , berkedudukan di Jalan ...

Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------ TERMOHON.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi

perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon

Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon

Walikota dan Wakil Walikota ... , berdasarkan Keputusan KPU/KIP

Provinsi/ Kabupaten/Kota ... Nomor ... tentang ... (misalnya: Penetapan

Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubemur dan Wakil

Gubemur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil

Walikota Tahun 2020) bertanggal ... yang diumumkan pada hari ...

tanggal ... pukul ... (WIT/WITA/WIB).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nemer 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Waliketa menjadi Undang-Undang sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomer 6

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas

Undang-Undang Nemer 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nemer 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Waliketa Menjadi Undang-Undang

Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan

suara hasiI pemilihan diperiksa dan diadili eleh Mahkamah Kenstitusi

sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
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b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan

perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil

Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil

Walikota ... ;

c. Bahwa berdasarkan uraIan tersebut di atas, menurut Pemohon

Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara

perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon

Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/

Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor

6 Tahun 2020 ten tang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020)

menyatakan ... ;

b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ...

Nomor ... tentang ... (misalnya: Penetapan Pemohon sebagaipasangan
calon Peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon);

c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ...

Nomor ... tentang ... (misalnya: Penetapan Nomor UrutPasangan Calon
Peserta Pemilihan Calon Gubemur dan Wakil Gubemur/Calon Bupati
dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020)

bertanggal ... , Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Gubernur

dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota

dan Wakil Walikota di Provinsi/Kabupaten/Kota ... Tahun 2020,

dengan Nomor Urut ... ;

atau

Bahwa berdasarkan Sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan Nomor

yang diperoleh dari KPU/ KIP Provinsi atau KPU/ KIP

Kabupaten/Kota, Pemohon adalah Pemantau Pemilihan yang telah

terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/ KIP Provinsi untuk

pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau KPU/KIP Kabupaten
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untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau KPU/KlP Kota untuk

pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;

d. Bahwa berdasarkan uraian terse but di atas, menurut Pemohon,

Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan

Permohonan pembatalan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/

Kota ... Nomor ... tentang ... (misalnya: Penetapan Perolehan Suara

Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati

dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ...) dalam

Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan

Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi/

Kabupaten/Kota ... Tahun 2020.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7

ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan

Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling

lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan

perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/ KIP Provinsi/

Kabupaten/Kota;

b. Bahwa Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ...

tentang ... (misalnya: Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan
Calan Gubemur dan Wakil Gubemur/ Calan Bupati dan Wakil
Bupati/ Calan Walikata dan Wakil Walikata di Pravinsi/ Kabupaten/
Kata ...J dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/

Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota

... Tahun 2020 bertanggal ... yang diumumkan pada tanggal ... pukul

... (WIT/WlTA/WIB);

C. Bahwa berdasarkan urman terse but di atas, menurut Pemohon,

Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih

dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
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IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh

Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai

contoh sebagai berikut:

TabellA

(untuk pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur)

No Nama Pasangan Calon Perolehan Suara

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 1.500.000

2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 1.450.000

3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 1.490.000
(Pemohon)

Total Suara Sah 4.440.000

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua

dengan perolehan suara sebanyak 1.490.000 suara)

TabellB

(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil BupatifCalon Walikota dan

Wakil Walikota)

No Nama Pasangan Calon Perolehan Suara

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 500.000

2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 450.000

3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 490.000
(Pemohon)

Total Suara Sah 1.440.000

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua
dengan perolehan suara sebanyak 490.000 suara)

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon,

perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai contoh

sebagai berikut:

Tabel2A

(untuk pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur)
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No Nama Pasangan Calon Perolehan Suara

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 1.450.000

2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 1.490.000

3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 1.500.000
(Pemohon)

Total Suara Sah 4.440.000

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat pertama
dengan perolehan suara sebanyak 1.500.000 suara)

Tabel2B

(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupatij

Calon Walikota dan Wakil Walikota)

No Nama Pasangan Calon Perolehan Suara

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 450.000

2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 490.000

3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 500.000
(Pemohon)

Total Suara Sah 1.440.000

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat pertama

dengan perolehan suara sebanyak 500.000 suara)

3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut

disebabkan adanya:

a. Pengurangan suara Pemohon di KabupatenjKota atau PPK atau

TPS, yakni ....

b. Penambahan suara bagi pasangan calon lain di KabupatenjKota

atau PPK atau TPS, yakni ....

c.... dst.
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V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon

memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan

putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota

Nomor ... tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil

Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2020,

bertanggal ... 2020 pukul ... ;

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur

dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon

Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2020 dalam Keputusan

KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota Nomor tentang

Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan

Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota

dan Wakil Walikota ... Tahun 2020, yang benar menurut Pemohon

sebagai berikut:

No Nama Pasangan Calon Perolehan Suara

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 ... suara

2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 ... suara

3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 ... suara
(Pemohon)

Total Suara Sah ... suara

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum/Komisi

Independ en Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota untuk

melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang

seadil-adilnya (ex aequo et bono).
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Hormat kami,

PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON*

1. Nama (tanda tangan)

2. Nama (tanda tangan)

3.... dst

*jika menggunakan kuasa hukum, Permohonan ditandatangani oleh

kuasa hukum
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LAMPIRAN II
PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG
TATA BERACARA DALAM PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DANWALIKOTA

TATA CARA PENYUSUNAN JAWABAN TERMOHON
DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA
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SISTEMATIKA
PEDOMAN PENYUSUNAN JAWABAN TERMOHON

TERHADAPPERMOHONANPEMOHON

IDENTITAS TERMOHON

I. DALAM EKSEPSI Uika diperlukan dapat berisi)

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Tanggapan/ sanggahan Tennohon terhadap dalil Pemohon yang
menjelaskan kewenangan MK untuk memeriksa, mengadili, dan
memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil
pemilihan Calon Gubemur dan Wakil Gubemur/ Calon Bupati dan
Wakil Bupatij Calon Walikota dan Wakil Walikota.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Tanggapan/ sanggahan Tennohon terhadap Dalil Pemohon yang
menjelaskan Pemohon adalah:
1) Pasangan Calon Gubemur dan Wakil Gubemur/Calon Bupati
dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta
Pemilihan serta Nomor UrutPasangan Calon Peserta Pemilihan
berdasarkan Keputusan Termohon; atau

2) Pemantau Pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh
akreditasi KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/ Kota,
dalam hal satu pasangan ealon.

1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Tanggapan/ sanggahan Tennohon terhadap dalil Pemohon yang
menjelaskan tenggang waktu pengajuan pennohonan sesuai
dengan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU10/2016 juneto Pasal 7
ayat (2) PMK6/2020, yaitu diajukan dalam jangka waktu paling
lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Tennohon
mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.
(selain eksepsi tersebut di atas Termohon dapat mengajukan
eksepsi lain, misalnya terkait dengan Pennohonan Pemohon
kabur atau surat kuasa)

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Tennohon menanggapi dalilPemohonmengenai kesalahan penghitungan
perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Tennohon dan
hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

III. PETITUM

Dalam Eksepsi
Menyatakan eksepsi Tennohon diterima;
DalamPokok Pennohonan
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a.Menyatakan Pennohonan Pemohonditolak atau tidak dapat diterima;
b. Menyatakan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ...
tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubemur dan
Wakil Gubemur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil
Walikota adalah benar.
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- Kop surat-

... ,... ,... ,20 ..

Hal: Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor -.. .jPHP.GUB-

XVIlI/2020 atau ...-... /PHP.BUP-XVIlI/2020 atau -... /PHP.KOT-

XVIlI/2020 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan

Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota

dan Wakil Walikota ... Nomor Urut ... atau Pematau Pemilihan ...

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pus at

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

Jabatan

Alamat Kantor

NIK

: Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota ...

e-mail .

: (sesuai KTPj

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum/Komisi

Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota ... Berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor ... tanggal ... , dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1) , (Nomor tanda anggota j

2) , (Nomor tanda anggota j

3) dst, (Nomor tanda anggota j

Kesemuanya adalah Jaksa Pengacara Negara/ Advokat/Kuasa Hukum

pada kantor ... , yang beralamat di ... , alamat email ...• baik sendiri-sendiri

maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- TERMOHON.
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Dalam hal ini memberi Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor ... yang

diajukan oleh Pemohon ... Pasangan Calon Gubernur dan Wakil

Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil

Walikota ... Tahun 2020, sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI (jika diperlukan dapat berisi)

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang

memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan

perolehan suara hasH pemilihan Calon Gubernur dan Wakil

Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil

Walikota ... Tahun 2020, yang diajukan oleh Pemohon dengan

alasan:

1) Bahwa .

2) Bahwa .

3) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Mahkamah tidak

berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

b. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum

untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara

hasH pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon

Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota

dengan alasan:

1) Bahwa .

2) Bahwa .

3) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, permohonan

Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan,

sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1)Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016

juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, permohonan Pemohon
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diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja

terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan

suara hasH pemilihan.

2) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diumumkan

oleh Termohon pada tanggal ... pukul .... Dengan demikian,

tenggang waktu 3 (tiga)hari kerja untuk mengajukan permohonan

adalah pada tanggal ... pukul ... sampai dengan tanggal ... pukul

3) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi

pada tanggal ... pukul ...

4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon,

Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu

pengajuan Permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan

perundang-undangan.

d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan

alasan:

1) Bahwa .

2) Bahwa .

3) Bahwa berdasarkan uraian terse but di atas, menurut Termohon,

Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabuL

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

a. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenal selisih suara, menurut

Termohon adalah sebagai berikut:

1) Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di

kabupaten/kota atau PPKatau TPS, yakni ... , adalah tidak benar

berdasarkan bukti (T-...) dan saksi ....

2) Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi pasangan

calon lain di kabupaten/kota atau PPK atau TPS, yakni ... ,

adalah tidak benar berdasarkan bukti (T-...) dan saksi ...

3) ... dst.

6



b. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai kesalahan perolehan suara

di kabupaten/kota atau PPK atau TPS, menurut Termohon adalah

keliru karena sesuai dengan hasil penghitungan di kabupaten/kota

atau PPKatau TPS. Hal tersebut diperkuat dengan bukti surat/tulisan

(T-...) serta keterangan saksi ... .

c. Dengan demikian menurut Termohon adanya kesalahan

penghitungan perolehan suara hasil pemilihan yang didalilkan oleh

Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan ural an sebagaimana terse but di atas, Termohon

memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan

sebagai berikut.

DALAMEKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAMPOKOKPERKARA

- MenoIak Permohonan Pemohon untuk seIuruhnya;

- Menyatakan benar dan tetap beriaku Keputusan Komisi Pemilihan

Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/

Kota...Nomor ... tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan

CaIon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan WakiI

Bupati/Calon WaIikota dan Wakil WaIikota ... Tahun 2020,

bertanggal ... 2020 pukul ... ;

- Menetapkan PeroIehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan

Wakil Gubernur/CaIon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota

dan WakiI Walikota ... Tahun 2020 yang benar adalah sebagai

berikut.

No Nama Pasangan Calon PeroIehan Suara

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 ... suara

2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 ... suara
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3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 ... suara

(Pemohon)

Total Suara Sah ... suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan

yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami,

TERMOHON/KUASA HUKUM TERMOHON*

1. Nama (tanda tangan)

2. Nama (tanda tangan)

3.... dst

*jika menggunakan kuasa hukum, Jawaban ditandatangani oleh kuasa

hukum Termohon
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LAMPIRAN III
PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG
TATA BERACARA DALAM PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DANWALIKOTA.

TATA CARA PENYUSUNAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT DALAM
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA
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SISTEMATIKA
PEDOMAN PENYUSUNAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT

TERHADAPPERMOHONANPEMOHON

IDENTITAS PIHAK TERKAIT

Pihak Terkait menjelaskan bahwa:
Pihak Terkait adalah Pasangan Galan Gubemur dan Wakil
Gubemur/ Galan Bupati dan Wakil Bupati/ Galan Walikata dan Wakil
Walikata Pesena Pemilihan sena Namar Urut Pasangan Galan Pesena
Pemilihan berdasarkan Keputusan Termahan.

atau
Pihak Terkait adalah Pemantau Pemilihan yang telah terdaftar dan
memperoleh akreditasi KPU/KIPProvinsi untuk Pemilihan Gubemur dan
Wakil Gubemur atau KPU/KIP Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati KPU/KIPKata untuk pemilihan Walikata dan Wakil Walikata,
dalam hal satu pasangan calan.
I. DALAM EKSEPSI Uika diperlukan dapat berisi)

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Tanggapan/ sanggahan Pihak Terkait terhadap dalil Pemahan
yang menjelaskan kewenangan MKuntuk memenksa, mengadili,
dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara
hasil pemilihan Galan Gubemur dan Wakil Gubemur/ Galan
Bupati dan Wakil Bupatij Galan Walikata dan Wakil Walikata.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Tanggapan/ sanggahan Pihak Terkait terhadap Dalil Pemahan
yang menjelaskan Pemahan adalah:
1) Pasangan Galan Gubemur dan Wakil Gubemur/Galan Bupati
dan Wakil Bupatij Galan Walikata dan Wakil Walikata Pesena
Pemilihan sena Namar UrutPasangan GalanPesena Pemilihan
berdasarkan Keputusan Termahan; atau

2) Pemantau Pemilihan yang telah terdaftar dan memperaleh
akreditasi KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/ Kata,
dalam hal satu pasangan calan.

1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Tanggapan/ sanggahan Pihak Terkait terhadap dalil Pemahan
yang menjelaskan tenggang waktu pengajuan permahanan
sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU10/2016 juncta
Pasal 7 ayat (2) PMK6/2020, yaitu diajukan dalamjangka waktu
paling lambat 3 (tiga) han kerja terhitung sejak Termahan
mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.
(selain eksepsi tersebut di atas, Pihak Terkait dapat mengajukan
eksepsi lain misalnya terkait dengan Permahanan Pemahan kabur
atau surat kuasa) ~

2



II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Pihak Terkait menanggapi dalil Pemohon mengenaz kesalahan
penghitungan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh
Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

III. PETITUM

Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi Pihak Terkait diterima;
Dalam Pokok Permohonan
a. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima;
b. Menyatakan Keputusan KPU/ KIP Provinsi/ Kabupaten/ Kota
tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubemur dan
Wakil Gubemur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil
Walikota adalah benar.
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- Kop surat-

.... , ... ,... , 20 ..

Hal: Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor

... /PHP.GUB/XVIII/2020 atau ...-... /PHP.BUP/XVIII/2020 atau ...-

... /PHP.KOT /XVIII/2020 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon

Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil

Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Nomor Urut ... atau

Pematau Pemilihan ...

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pus at

Yang bertanda tangan di bawah ini:

(untuk pasangan calon)

1. Nama

Alamat

e-mail .

NIK

2. Nama

Alamat

NIK

1. Nama

Jabatan

Alamat

NIK

2. Nama

Jabatan

Alamat

..... ..(sesuai KTP)

e-mail .

.. ..(sesuai KTP)

(untuk pemantau pemilihan)

e-mail .

.. (sesuai KTP)
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NIK

e-mail .

........ .(sesuai KTP)

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil

Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Calon

Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta

Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Nomor Urut ... atau

Pemantau Pemilihan ... di Provinsi/Kabupaten/Kota ... Berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor tanggal ... dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1) , (Nomor tanda anggota .. .)

2) , (Nomor tanda anggota .. .)

3) dst, (Nomor tanda anggota .. .)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor ... , yang

beralamat di ... , alamat email ...• baik sendiri-sendiri maupun bersama-

sarna bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------- PIHAK TERKAIT.

Dalam hal ini memberi Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor ...

yang diajukan oleh Pemohon ... Pasangan Calon Gubernur dan Wakil,

Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil

Walikota ... Tahun 2020 atau Pemantau Pemilihan, sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI (jika diperlukan dapat berisi)

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang

memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan

perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Gubernur dan

Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota

dan Wakil Walikota ... Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon

dengan alasan:

1) Bahwa .

2) Bahwa .

3) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Mahkamah

tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
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b. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum

untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara

hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon

Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota

dengan alasan:

I) Bahwa .

2) Bahwa .

3) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, permohonan

Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan,

sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

c. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

I) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016

juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, permohonan Pemohon

diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja

terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan

suara hasil pemilihan.

2) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diumumkan

oleh Termohon pada tanggal ... pukul .... Dengan demikian,

tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan

adalah pada tanggal ... pukul ... sampai dengan tanggal ... pukul

3) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi

pada tanggal ... pukul ... .

4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak

Terkait, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu

pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh peraturan

perundang-undangan.

d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan

alasan:
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I) Bahwa .

2) Bahwa .

3) Bahwa berdasarkan uraJan terse but di atas, menurut Pihak

Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

a. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara,

menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

I) Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di

kabupaten/kota atau PPK atau TPS, yakni ..., adalah tidak benar

berdasarkan bukti (PT-...) dan saksi ....

2) Bahwa terjadinya penambah an perolehan suara bagi pasangan

calon lain di kabupaten/kota atau PPK atau TPS, yakni ... ,

adalah tidak benar berdasarkan bukti (PT-... ) dan saksi ....

3) ... dst.

b. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai kesalahan perolehan suara

di kabupaten/kota atau PPK atau TPS, menurut Pihak Terkait adalah

ke1iru karena sesuai dengan hasil penghitungan di kabupaten/kota

atau PPKatau TPS. Hal tersebut diperkuat dengan bukti surat/tulisan

(PT-...) serta keterangan saksi ....

c. Dengan demikian menurut Pihak Terkait adanya kesalahan hasil

penghitungan suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak

beralasan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan uralan sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait

memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan

sebagai berikut.

DALAMEKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAMPOKOK PERKARA

• Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
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• Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan

Umum/Komisi lndependen Pemilihan Provinsi/ Kabupaten/

Kota...Nomor ... tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil

Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2020,

bertanggal ... 2020 pukul ... ;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan

yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami,

PlHAK TERKAIT/KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT*

1. Nama (tanda tangan)

2. Nama (tanda tangan)

3 .... dst

*untuk pemantau pemilihan, keterangannya ditandatangani oleh Ketua

Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya.

*jika menggunakan kuasa hukum, keterangannya ditandatangani oleh

kuasa hukum Pihak Terkait.
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LAMPlRAN IV
PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG
TATA BERACARA DALAM PERKARA
PERSELISlHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DANWALIKOTA

TATA CARA PENYUSUNAN KETERANGAN BAWASLU DALAM
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA
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SISTEMATIKA KETERANGAN BAWASLU

I. IDENTITAS BAWASLU

II. KETERANGAN BAWASLU TERHADAP POKOK PERMOHONAN:

a. Pelaksanaan pengawasan;

(Uraikansecara singkat pengawasan yang telah dilaksanakan untuk
seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubemur, Bupati, dan
Walikota beserta alat bukti yang mendukung).

b. Tindak lanjut temuan dan/atau laporan;

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari
Temuan.
(Uraikan secara singkat tindak lanjut penanganan pelanggaran
yang telah dilaksanakan untuk seluruh temuan dalam
pelaksanaan Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota beserta
alat bukti yang mendukung)

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari
Laporan.

(Uraikan secara singkat tindak lanjut penanganan pelanggaran
yang telah dilaksanakan untuk seluruh laporan dalam
pelaksanaan Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota beserta
alat bukti yang mendukung).

c. Penyelesaian Sengketa

(Uraikan secara singkat hasil penanganan sengketa untuk seluruh
tahapan dalam pelaksanaan Pemilihan Gubemur, Bupati, dan
Walikota beserta alat bukti yang mendukung)

III. KETERANGAN LAINNYA (Jika ada)
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Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi/

Kabupaten/Kota .

- Kop surat-

... , ... ,... , 20 ..

Hal: Keterangan Bawaslu terhadap Perkara Nomor

... /PHP.GUB/XVIII/2020 atau ...-.. '/PHP.BUP/XVIII/2020 atau ... -

... /PHP.KOT/XVIII/2020 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon

Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil

Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Nomor Urut ... atau

Pemantau Pemilihan ...

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama

Jabatan

Alamat Kantor

e-mail .

2. Nama

Jabatan

Alamat Kantor

3.... dst.

Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi/

Kabupaten/ Kota .

e-mail .

bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi/

Kabupaten/Kota ... , berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. .. , dalam hal

ini memberi kuasa kepada:

1) , (Nomor tanda anggota .. .)

2) , (Nomor tanda anggota J
3) dst, (Nomor tanda anggota J
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kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pad a Kantor ... , yang

beralamat di ... , alamat email:... , NIK/Kartuadvokat ... ,baik sendiri-

sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi

Kuasa.

Dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor

... /PHP.GUB/XVIII/2020 at au ... -... /PHP.BUP/XVIII/2020 at au

... /PHP.KOT/XVIII/2020 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon

Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon

Walikota dan Wakil Walikota... Nomor Urut ... atau Pemantau

Pemilihan ... sebagai berikut:

A. Pelaksanaan Pengawasan

1) Bahwa , (Bukti PK- ,)
2) Bahwa , (Bukti PK- ,)
3) Bahwa , (Bukti PK- ,) dst.
(Uraikan secara singkat pengawasan yang telah dilaksanakan untuk
seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota
beserta alat bukti yang mendukung).

B. Tindak Lanjut Temuan dan Laporan

B. 1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari

Temuan.

1) Bahwa , (Bukti PK- ,)
2) Bahwa , (Bukti PK- ,)
3) Bahwa , (Bukti PK- ,) dst.
(Uraikan secara singkat tindak lanjut penanganan pelanggaran
yang telah dilaksanakan untuk seluruh laporan dalam
pelaksanaan Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota beserta
alat bukti yang mendukung).

B. 2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari

Laporan

1) Bahwa , (Bukti PK- ,)
2) Bahwa , (Bukti PK- ,)
3) Bahwa , (Bukti PK- ,) dst.
(Uraikan secara singkat tindak lanjut penanganan pelanggaran
yang telah dilaksanakan untuk seluruh temuan dalam
pelaksanaan Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota beserta
alat bukti yang mendukung).
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B. 3. Penyelesaian 8engketa

1) Bahwa ...• (Bukti PK- ,j

2) Bahwa ...• (Bukti PK- ,j

3) Bahwa ...• (Bukti PK- ,j dst.

(Uraikan secara singkat hasil penanganan sengketa untuk seluruh
tahapan dalam pelaksanaan Pemilihan Gubemur, Bupati, dan
Walikota beserta alat bukti yang mendukungj.

C. Penyelesaian Sengketa

1) Bahwa ...• (Bukti PK- ,j

2) Bahwa ... , (Bukti PK- ,j

3) Bahwa ...• (Bukti PK- ,j dst

(Uraikan secara singkat penanganan laporan/temuan/sengketa
berdasarkan pad a dalil Pemohon beserta alat bukti yang mendukungj.

D. Uraian Singkat Jumlah dan Jenis Pelanggaran yang Terkait Dengan
Pokok Permohonan

TABEL DAFTAR LAPORAN/TEMUAN PELANGGARANDAN

PENYELESAIAN SENGKETA DALAMPEMILIHAN GUBERNUR atau

BUPATI atau WALIKOTA

NO NOMOR DUGAANJENIS STATUS INSTANSI TUJUANPELANGGARAN
1 ... ... ... ...
2 ... ... ... ...
3 ... ... ... ...

dst. dst. dst. dst. dst.

Demikian Keterangan Bawaslu ini dibuat dengan sebenar-

benarnya.

Hormat kami.

Bawaslu/Kuasa Hukum Bawaslu*

1. Nama (tanda tangan)

2. Nama (tanda tangan)

3 ....dst.
*jika menggunakan kuasa hukum,

ditandatangani oleh kuasa hukum
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